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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 69 TAHUN 2015 

TENTANG 

IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN 
PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU 

YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 

I. UMUM. 

  Dalam rangka mendorong pengembangan angkutan nasional di 

bidang angkutan darat, angkutan air, dan angkutan udara, menjamin 

tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang memadai untuk melindungi wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia baik dari ancaman eksternal maupun 
internal, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16B ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 

dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, perlu diberikan kemudahan dalam bidang 

perpajakan berupa Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atas impor 
dan penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak 

terkait alat angkutan tertentu yang tidak dipungut Pajak Pertambahan 
Nilai. 
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 Selain itu, pemberian kemudahan Pajak Pertambahan Nilai tidak 

dipungut tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing 
industri dan penyedia jasa dalam negeri, mengingat dengan kemudahan 
Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut, industri yang menyerahkan 
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dapat mengkreditkan pajak 
masukan yang telah dibayar pada saat perolehan faktor input. 

  Pemberian kemudahan di bidang perpajakan ini bersifat sementara, 

apabila dunia usaha sektor-sektor tertentu tersebut sudah mandiri maka 
kemudahan di bidang perpajakan tersebut tidak perlu diberikan lagi. 

  Berdasarkan hal tersebut maka beberapa ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan 
Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak 
Tertentu Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 

sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 
2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu 
dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari 
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu berupa kemudahan perpajakan 
berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor 

dan penyerahan alat angkutan tertentu dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku dengan Peraturan Pemerintah ini. 

Agar dalam penerapan tidak menyimpang perlu dilakukan pengawasan 
dan dalam hal fasilitas yang diberikan tidak digunakan sesuai dengan 
maksud dan tujuan diberikannya kemudahan di bidang perpajakan 
tersebut maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

II. PASAL DEMI PASAL 

  Pasal 1 

  Cukup jelas. 

  Pasal 2 

   Cukup jelas. 

  Pasal 3 

   Cukup jelas. 

  Pasal 4 

   Cukup jelas. 

  Pasal 5 

   Cukup jelas. 
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  Pasal 6 

   Cukup jelas. 

  Pasal 7 

   Cukup jelas. 

  Pasal 8 

   Cukup jelas. 

  Pasal 9 

   Cukup jelas. 

  Pasal 10 

   Cukup jelas. 
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